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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
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2013, 7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
Menimbang : a  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuaj dengan
asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka
perlu dilakukan perubahan APBD,tuhur; anggaran 2013:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013:
Mengingat : 1. Pasal 18 avat (6) Undang — Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945:

2

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

(%)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
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5.

10.

11.

12.

-~

Undang-Undang Nomor 5] Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ‘Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Undang-Undang Nomor 28 Tahur-2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049
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13.

14.

15,

16.

17.

18.

19,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Rep}lblik'[ndoncsiu 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 -
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);




22.

23,
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26.

27

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2013.




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, semula berjumlah Rp.
646.977.325.057,00 bertambah sejumlah Rp. 16.142.465.713,18 sehingga pada Perubahan ini
menjadi Rp. 663.119.790.770,18 dengan rincian sebagai berikut :

E

(V9 ]

Pendapatan

a. Semula Rp. 595.558.435.634,00

b. Bertambah Rp. 16.142.466.000,00 ( +)

Jumlah Pendapatan Setelah perubahan Rp.  611.700.901.634.00
Belanja

1) Semula Rp. 645.777.325.057.00

2) Bertambah Rp. 16. 142.465.7]3,/]§ (+)

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.  661.919.790.770.18
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.  (50.218.889.136.18)
Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 51.418.889.423,00
2) Berkurang Rp. 286,82 (-)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 51.418.889.136,18

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.200.000.000,00

3) Bertambah Rp. 0,00 (+)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah
perubahan Rp. 50.218.889.136.18
Sisa Lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan

Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hurufa terdiri dari

a.

Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 12.862.688.634,00
2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 1.190.935.000.00 (+)
Jumlah Pendapatan asli daerah sctelah perubahan Rp. 14.053.623.634,00
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(2)

Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 540.656.218.000,00

2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 2.380.988.000.00 (+)

Jumlah perimbangan setelah perubahan Rp. 543.037.206.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 42.039.529.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.570.543.000.00 (+)

Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Rp. 54.610.072.000,00
perubahan

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :

Pajak daerah

1) Semula Rp. 3.442.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.750.000.00 (-)

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 3.432.250.000.00
Retribusi daerah

1) Semula Rp. 4.097.368.000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 770.120.000.00 (+)

Jumlah Retrebusi daerah setelah perubahan Rp. 4.867.488.000.00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 214.235.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 108.765.000.00 (+)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp. 323.000.000,00
dipisahkan setelah perubahan

Lain-lain pendapatan asli daerah vang sah

1) Semula Rp. 5.109.085.634.,00

2) Bertambah/(berkurang)  Rp. 321.800.000.00 (+)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Rp. 5.430.885.634.00
perubahan

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 20.082.520.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.380.988.000.00 (+)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 22.463.508.000,00




4)

Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 446.340.738.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.

Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 74.232.960.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.

446.340.738.000.00

74.232.960.000,00

rs
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri

dari jenis pendapatan

Hibah

1) Semula Rp. 0.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp.
Dana Darurat

1) Semula Rp. 0.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp.

Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp.  11.747.455.000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 414.707.000.00 (+)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp.

Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1) Semula Rp.  30.292.074.000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.822.792.000,00 (+)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah Rp.
perubahan

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.333.044.000,00 ( +)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp.

pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

0,00

0,00

12.162.162.000,00

39.114.866.000,00

3.333.044.000.00




Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;

a.  Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 296.098.499.400,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.831.317.82518 (+)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 305.929.817,225.18

b. Belanja Langsun g

1) Semula Rp. 349.678.825.657,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6311.147.888.00 ( +)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 355.989.973.545 00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja :

2. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 267.198.689.400,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.550.255.000.00 (+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 276.748.944 .400.00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (berkurang)  Rp. 050
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d  Belanja hibah

1) Semula Rp. 7.191.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 63.202.000,00 (+)
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 7.254.202.000.00

e Belanja bantuan social

1) Semula Rp. 2.900.010.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)  Rp. 1.000.000.000,00 (-)
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.900.010.000,00

(8)
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Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00
Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 15.308.800.000,00

2) Bertambal/(berkurang) Rp. 1.627.500.000.,00 (=)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 16.936.300.000.00
Belanja Tidak terduga ’

1) Semula Rp. 3.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 409.639.174.82 (-)

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.090.360.825,18

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

Belanja pegawai

1) Semula Rp. 28.501.051.900,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.844.368,00 (-)

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 28.487.207.532,00

Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 114,449 169.890,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.015.789.916,00 ( +)

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 115.464.959.806.00

Belanja Modal

1) Semula Rp.  206.728.603.867.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.309.202.340.00 (+)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.  212.037.806.207.00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

Penerimaan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 51.418.889.423.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 286.82 (-)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 51.418.889.136.18

(9)
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Pengeluaran sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 1.200.000.000.,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 000 (+)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.200.000.000.,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf a terdiri dari jenis pembiavaan :

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
1) Semula Rp. 51.418.889.423,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 286.82 [-)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah ~  Rp 51.418.889.136,18
perubahan

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0.00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,00
setelah perubahan

Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah sctelah perubahan Rp. 0,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Rp. 0.00
perubahan

Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 0,00
(10)
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Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 1.200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah Rp. 1.200.000.000,00
setelah perubahan

Pembayaran pokok utang sejumiah Rp.

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 (+)
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0.00

Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 5

Lampiran I

Lampiran IT

Lampiran II1

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Ringkasan Perubahan APBD:

Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi

SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan:

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi

SKPD, program dan kegiatan;

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

(11)




7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

-~

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Desember' 2013
BUPATI BA AL KEPULAUAN,

Diundangkan di Salakan

padatanggal 3 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

w,

SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 7

(12)
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